
BUPATI  GROBOGAN 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR  8  TAHUN 2011   … 

… 
TENTANG 

 
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBIAYAAN 

PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) 
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI GROBOGAN, 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

b. 

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala 

Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Grobogan Tahun 

2016 diperlukan biaya yang cukup besar dan tidak dapat 

sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran 

karena akan membebani anggaran pada tahun berkenaan; 

bahwa guna mencukupi pendanaan sebagaimana pada huruf a 

diatas perlu menyisihkan dana melalui pembentukan dana 

cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat 2 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana 

beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a dan b diatas,   maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Dana Cadangan 

Untuk Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala 

Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Grobogan Tahun 2016;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 
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  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

  5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan  Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4844); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
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  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4570); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan  Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
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  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 
Tahun 2007 Nomor 3 Seri E.); 

  
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN GROBOGAN 

dan 
BUPATI GROBOGAN 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK 
MEBIAYAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 
KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) KABUPATEN 
GROBOGAN TAHUN 2016. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan; 

3. Bupati adalah Bupati Grobogan; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan; 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Grobogan; 
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6. Pemilihan Umum Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat 

PEMILUKADA adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Grobogan; 

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 

PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah; 

8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa 

BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 

tugas BUD; 

9. Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  

PPKD  adalah  kepala satuan  kerja  pengelola  keuangan  daerah  yang  

selanjutnya  disebut  dengan.  kepala SKPKD   yang   mempunyai   

tugas   melaksanakan   pengelolaan   APBD   dan   bertindak sebagai 

bendahara umum daerah; 

10. Dana   Cadangan   adalah   dana   yang   disisihkan   guna   mendanai   

kegiatan   yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 

dipenuhi dalam satu tahun anggaran; 

11. Kas  Umum  Daerah  adalah  tempat  penyimpanan  uang  daerah  yang  

ditentukan  oleh kepala  daerah  untuk  menampung  seluruh  

penerimaan  daerah  dan  digunakan  untuk membayar seluruh 

pengeluaran daerah; 

12. Rekening  Kas  Umum  Daerah  adalah  rekening  tempat  penyimpanan  

uang  daerah  yang ditentukan  oleh  kepala  daerah  untuk  

menampung  seluruh  penerimaan  daerah  dan digunakan untuk 

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

 

BAB II 

TUJUAN  

Pasal 2 

 
(1) Dana Cadangan dibentuk untuk mendanai program dan kegiatan yang 

direncanakan dan memerlukan anggaran lebih dari 1 tahun anggaran; 

(2) Pembentukan dana cadangan bertujuan untuk membiayai 

penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 

Kabupaten Grobogan Tahun 2016.  
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BAB III 

BESARAN DANA CADANGAN 

Pasal 3 

 
Besaran dana cadangan yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat   (2) sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah), 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 ( Lima milyar 

rupiah) 

b. Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 7.500.000.000,00 ( Tujuh milyar 

lima ratus juta rupiah) 

c. Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 7.500.000.000,00 ( Tujuh milyar 

lima ratus juta rupiah) 

 

BAB IV 

SEMBER DANA 

Pasal 4 

 
Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

bersumber dari  penyisihan atas   penerimaan   daerah,  kecuali  dari  dana  

alokasi  khusus,  pinjaman  daerah  dan  penerimaan lain yang 

penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

 
 

BAB V 

PELAKSANAAN DANA CADANGAN 

Pasal 5 

 
(1) Pelaksanaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan 

dilaksanakan pada akhir Tahun 2015 dan awal Tahun 2016. 

(2) Apabila dalam pelaksanaan sebagaimana ayat (1) terdapat 

perkembangan kebutuhan pendanaan melebihi dana cadangan yang 

tersedia, akan dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2015 dan 

Tahun Anggaran 2016. 
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BAB VI 

PENGELOLAAN  

Pasal 6 

 
(1) Dana  cadangan yang telah dibentuk ditempatkan  pada  rekening 

tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola 

oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Grobogan (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah 

(BUD); 

(2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan 

kegiatan selain kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam     

Pasal 2 ayat (2); 

(3) Pembentukan  dana  cadangan  dianggarkan pada pengeluaran 

pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan;  

(4) Penggunaan   atas   dana   cadangan   yang   dicairkan dilaksanakan 

dengan memindahbukuan danaoleh Kuasa BUD atas persetujuan 

PPKD selaku BUD dari rekening  dana  cadangan  ke rekening kas 

umum daerah dan dianggarkan dalam   belanja   langsung   SKPD   

pengguna   dana   cadangan   berkenaan,   kecuali   diatur tersendiri dalam 

peraturan perundang-undangan; 

(5) Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan, terdapat sisa Dana 

dalam Rekening Dana Cadangan, maka Dana Cadangan yang masih 

tersisa dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah;. 

 

Pasal 7 

 
(1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana 

cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana 

tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil 

tetap dengan resiko rendah; 

(2) Penerimaan   hasil   bunga/deviden   rekening   dana   cadangan   dan   

penempatan   dalam portofolio  dicantumkan  sebagai  penambah  

dana  cadangan  berkenaan  dalam  daftar dana cadangan pada 

lampiran peraturan daerah tentang APBD; 

(3) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari 

dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan 

program / kegiatan lainnya. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang  mengenai 

pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Grobogan. 

 

Pasal 9 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Grobogan. 

 

 Ditetapkan di Purwodadi 

pada tanggal    31 -   12   -       2011 

BUPATI GROBOGAN, 

 

 

BAMBANG PUDJIONO     

Diundangkan di Purwodadi  

pada tanggal  31 – 12 - 2011 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GROBOGAN, 

 

 

SUTOMO HERU PRIANTO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI E 

 

      


